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BAB IV 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis 

deskripsikan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Aksi demonstrasi Masyarakat Dalam Memperjuangkan Hak Atas 

Tanah Nagari Air Bangis Kabupaten Pasaman Barat melakukan 

berbagai kegiatan protes, seperti melakukan pertemuan massa, 

melakukan longmarch, serta menyampaikan aspirasi mereka melalui 

spanduk dan selebaran. Mereka menyuarakan hak mereka secara damai, 

namun tetap teguh dalam tuntutan mereka untuk mendapatkan keadilan 

atas tanah yang mereka anggap sebagai milik mereka secara hakiki. 

Aksi ini menuntut Gubernur Provinsi Sumatera Barat seharusnya 

mencabut usulan proyek strategis nasional untuk PT Abaco Pasifik 

Indonesia karena tumpang tindih dengan wilayah kelola masyarakat, 

rencana industri refinery dan petrochemical sebagaimana usulan 

tersebut hanya akan membuat ribuan jiwa masyarakat air bangis terusir 

dari tanah air tempat masyarakat dan leluhur masyarakat lahir. 

2. Pelanggaran-Pelanggaran HAM yang Terjadi Pada Saat Aksi 

Demonstrasi Masyarakat Dalam Memperjuangkan Hak Atas Tanah 

Nagari Air Bangis Kabupaten Pasaman Barat yaitu Pembubaran secara 

paksa oleh Kepolisian Polda Sumatera Barat, Intimidasi oleh 

Kepolisian Polda Sumatera Barat, Kriminalisasi oleh Kepolisian Polda 

Sumatera Barat, Pelanggaran Hak untuk Berkumpul dan Menyatakan 

Pendapat. 



3. Upaya-Upaya Yang Dilakukan Untuk Mengatasi Pelanggaran HAM 

Pada Saat Aksi Demonstrasi Masyarakat Dalam Memperjuangkan Hak 

Atas Tanah Nagari Air Bangis Kabupaten Pasaman Barat yaitu 

Melaporkan Kasus Kepada KOMNAS HAM RI, Melaporkan Kasus 

kepada OMBUDSMAN RI, Melaporkan Kasus kepada PROPAM 

POLRI, Melaporkan Kasus kepada Kementrian ATR/BPN, 

Melaporkan Kasus kepada Menko Perekonomian, Melaporkan Kasus 

kepada Menko Maritim dan Investasi, LBH Padang juga memberikan 

penguatan kepada Masyarakat Air Bangis seperti memberikan 

Pelatihan Keamanan kepada Masyarakat serta memetakan Kembali 

dampak yang akan terjadi kepada Masyarakat akibat dari krimninalisasi 

yang dilakukan oleh aparat kepada mereka. 

B. Saran 

1. Penegakan Hukum yang Adil: Penegakan hukum terhadap pelanggaran 

HAM yang terjadi selama aksi demonstrasi harus dilakukan dengan adil 

dan proporsional. Penegakan hukum yang berlebihan atau sewenang-

wenang dapat memperburuk ketegangan dan merusak hubungan antara 

pemerintah dan masyarakat. 

2. Pengawasan Independen: Pemerintah perlu mengizinkan lembaga-

lembaga pengawasan independen, seperti lembaga hak asasi manusia 

atau lembaga pemantau keadilan, untuk mengawasi dan memantau 

perkembangan situasi serta penanganan kasus-kasus pelanggaran HAM 

yang terjadi selama aksi demonstrasi. 

3. Pemberdayaan Masyarakat: Masyarakat setempat perlu diberdayakan 

untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan terkait tanah 



dan sumber daya alam di wilayah mereka. Pemberdayaan ini dapat 

dilakukan melalui pelatihan, penyuluhan hukum, dan pendampingan 

dalam upaya memperjuangkan hak-hak mereka. 

4. Penyelesaian Konflik Berkelanjutan: Untuk mencapai penyelesaian 

konflik yang berkelanjutan, pemerintah perlu memfasilitasi proses 

mediasi antara pihak-pihak yang bersengketa dengan melibatkan 

mediator yang netral dan terpercaya. 

5. Transparansi dan Akuntabilitas: Pemerintah harus berkomitmen untuk 

memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam penanganan kasus-

kasus pelanggaran HAM yang terjadi selama aksi demonstrasi. Informasi 

mengenai proses hukum dan hasil keputusan harus tersedia secara 

terbuka untuk public. 

Dengan mengimplementasikan saran-saran tersebut, diharapkan dapat 

meminimalisir apabila terjadi lagi situasi konflik terkait tanah yang dapat 

diselesaikan dengan damai dan adil, serta menciptakan landasan yang kokoh 

bagi keberlangsungan hidup dan keberlanjutan Masyarakat.
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